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 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 merupakan revisi kedua dari 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disahkan karena 

menindak lanjuti aksi demonstasi para kepala desa seluruh Indonesia. Mereka 

meminta perpanjangan masa jabatan yang terdapat dalam Pasal 39 dalam undang-

undang desa menjadi 8 tahun masa jabatan dengan 2 kali periode jabatan, karena 

dinilai terlalu singkat dibandingkan dengan tanggung jawab sebagai kepala desa 

dalam memimpin desa.  

Ada dua rumusan masalah penelitian ini, yaitu; pertama, bagaimana 

problematika masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa? kedua, 

bagaimana analisis konstitusional terhadap perpanjangan masa jabatan kepala 

desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa?   

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian 

kepustakaan (Library Research) dengan sumber data primer yaitu Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Sedangkan sumber data sekunder 

yang diperoleh melalui buku, jurnal, hasil penelitian, makalah, artikel internet, 

sejarah-sejarah atau catatan-catatan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan 

judul penelitian skripsi ini. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) 

kemudian dipadukan dengan pendekatan sejarah (Historical Approach). 

Hasil penelitian ini adalah; pertama, problematika dalam masa jabatan 

kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2024 menimbulkan banyak implikasi negatif seperti rentan 

menimbulkan penyelewengan kekuasaan, korupsi, oligarki dan politik dinasti. 

Masa jabatan yang lama akan menghambat berjalannya demokrasi di desa, serta 

menghambat kesempatan bagi orang-orang yang dinilai mampu untuk memajukan 

desa, menjadi atau memiliki keinginan memajukan desa. Perpanjangan masa 

jabatan hanya menimbulkan sedikit implikasi positif seperti meningkatkan 

stabilitas pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kedua, 

perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2024, sudah inkonstitusional atau menyalahi konstitusi dan tidak mencerminkan 

adanya pembatasan kekuasaan. Masa jabatan kepala desa jelas tidak selaras 

dengan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan dalam UUD 

1945 Pasal 7, juga tidak selaras dengan masa jabatan Gubernur, Bupati/Walikota 

yang memiliki masa jabatan 5 tahun dengan 2 periode masa jabatan. Masa jabatan 

5 tahun tersebut sudah dianggap sangat ideal dan mencerminkan adanya 

pembatasan kekuasaan yang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara 

hukum (Rechtsstaat) seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. 


